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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia adalah makhluk ekonomi (homo economicus) selain manusia tidak 

dapat hidup tanpa manusia lain, manusia juga merupakan makhluk yang selalu 

mengejar kekayaan demi kepentingannya sendiri. Manusia juga merupakan 

makhluk yang tidak memiliki rasa puas dengan yang ia peroleh. Sehingga secara 

ekonomi manusia akan selalu mengejar kekayaan karena ia merupakan makhluk 

yang tidak puas dengan kekayaan yang ia punya. 1 

Dalam Undang-Undang juga dijelaskan mengenai hak masyarakat 

Indonesia untuk bekerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : 2 

“setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan.” 

Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di 

Indonesia adalah dengan mengirimkan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. 

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ini disebut sebagai PMI atau 

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Pekerja Imigran Indonesia3 Dan upaya pemerintah ini 

 
1 Sumiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan 

Hubungan Kerja Sepihak,” Sigma-Mu 5, no. 1 (2013): 1–17. 
2 UUD Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 
3 Sumiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan 

Hubungan Kerja Sepihak.” 



 

2 
 

berhasil diterapkan karena semakin tahun jumlah pengangguran di Indonesia 

semakin berkurang Sebagaimana data berikut yang dikutip dari Bank Indonesia :4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 Jumlah Pengangguran dari tahun 2020-2023 

 

Selain mengurangi pengangguran di Indonesia pada PMI juga berjasa sebagai 

pahlawan deviden bagi Indonesia maka dari itu pemerintah memiliki kewajiban 

untuk melindungi para PMI ini. 5 

Semakin banyaknya tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri akhirnya 

mengakibatkan meningkatnya masalah yang dihadapi oleh mereka di negara tujuan. 

 
4https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-

berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20 laporan%20Badan,juta%20 

orang%20pada%20 Agustus%202023. Diakses pada 17 Mei 2024 (Pukul 19.15) 
5 Sumiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan 

Hubungan Kerja Sepihak.” 

https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,juta%20orang%20pada%20Agustus%202023
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Di negara-negara tersebut, banyak PMI menghadapi berbagai masalah, seperti 

perlakuan tidak adil dari majikan. Pemberitaan tentang PMI di luar negeri seringkali 

mencatat bagaimana mereka seringkali mencatat bagaimana mereka seringkali 

mengalami perlakuan tidak manusiawi dari majikan mereka. Permasalahan yang 

dihadapi oleh PMI di luar negeri sepertinya sulit untuk diatasi. Mereka menghadapi 

berbagai masalah, termasuk penganiayaan, pelecehan seksual, penolakan 

pembayaran upah oleh majikan, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.6 

Perlindungan pekerja migran pada dasarnya telah diatur didalam Pasal 1 ayat 

(5) Undang-Undang No.18 Tahun 2017, Yang berbunyi:7 

“Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi 

kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran 

Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan 

haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan 

setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.” 

 

Pekerja migran pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu pekerja migran sektor 

formal dan pekerja migran sektor informal. Pekerja migran sektor formal adalah 

pekerja dengan kualifikasi atau kriteria yang cukup ketat, mereka memiliki jenjang 

pendidikan tertentu (rata-rata SMA), memiliki keahlian khusus, serta memiliki 

pengalaman. 8  

Sedangkan pekerja migran informal merupakan pekerja migran dengan 

tingkat pendidikan menengah kebawah serta sebagian dari mereka tidak memiliki 

 
6 Zakia Fitri and Sugiyono, “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak 

Sesuai Dengan Kontrak Kerja.” 
7 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 
8 Rosalina and Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam 

Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.” 
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pengalaman pekerjaan Terhadap klasifikasi pekerja migran ini, cenderung pekerja 

migran di sektor informal sering mengalami kekerasan dan pelanggaran terhadap 

hak-haknya karena minimnya pengetahuan mereka. 

Dalam praktiknya di lapangan para CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) 

akan di bantu oleh suatu PT (Perseroan Terbatas) untuk dapat ditempatkan di luar 

negeri. PT ini harus memiliki izin tertulis dari menteri untuk menempatkan pekerja 

migran Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 :9 

“Penempatan pekerja migran Indonesia hanya bisa dilakukan oleh Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik daerah, dan perusahaan swasta 

bukan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).” Dari uraian tersebut 

dapat diketahui bahwa yang dapat melakukan penempatan PMI hanya 

perusahaan atau badan hukum yang telah memperoleh izin dan memenuhi 

persyaratan yang diizinkan untuk melakukan penempatan PMI.” 

P3MI ini memiliki kewajiban untuk : 10 

a. Mencari peluang pekerjaan;  

b. Menempatkan PMI;  

c. Menyelesaikan masalah yang dihadapi PMI yang telah 

ditempatkan. 

Untuk melindungi pekerja migran Pemerintah Indonesia membuat badan 

khusus untuk melindungi Pekerja Migran. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan 

 
9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 
10 Zakia Fitri and Sugiyono, “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak 

Sesuai Dengan Kontrak Kerja.” 
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Pekerja Migran Indonesia. Badan Khusus tersebut adalah Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia atau biasa disebut BP2MI.11 

Tugas BP2MI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia adalah untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka 

penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara Terpadu. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah 

memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, 

selama bekerja, hingga setelah bekerja dengan UU tersebut, PMI juga diberikan 

perlindungan melalui program jaminan sosial nasional.12 

Pemerintah Daerah (Pemda) harus memastikan dokumentasi kependudukan 

sehingga PMI yang berangkat berdokumen. Selain itu, Pemda bersama Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan memfasilitasi dan 

mensosialisasikan agar PMI yang berangkat ke Luar Negeri memiliki kemampuan 

dan kompetensi agar siap bekerja. 

Pelaksanaan penempatan PMI yang dilakukan oleh perusahaan yang 

menempatkan PMI berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam menempatkan 

calon PMI sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana yang sudah 

disepakati dalam perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang 

 
11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 
12 https://ekon.go.id/publikasi/detail/3365/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-

melindungi-seluruh-pekerja-migran-indonesia diakses pada 17 Juni 2024 (Pukul 12.33) 

https://ekon.go.id/publikasi/detail/3365/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-melindungi-seluruh-pekerja-migran-indonesia
https://ekon.go.id/publikasi/detail/3365/sinergi-pemerintah-pusat-dan-daerah-dalam-melindungi-seluruh-pekerja-migran-indonesia
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Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” Hubungan antara karyawan dan perusahaan 

didasarkan pada perjanjian kerja yang mencakup perintah, upah, dan pekerjaan 

yang harus dilakukan. 

Perbedalaln penelitialn ini jikal dibalndingkaln dengaln beberalpal penelitialn 

sebelum nyal, balhwalsalnyal penelitialn ini terfokus paldal perlindungaln Pekerjal Migraln 

Indonesial yalng telalh melalkukaln perjalnjialn sebelum dibera lngkaltkaln ke negalral 

tujualn nalmun paldal salalt di negalral tujualn PMI mendalpaltkaln perlalkukaln yalng tidalk 

sesuali dengaln perjalnjialn yalng sebelumnyal sudalh disepalkalti oleh pihalk-pihalk yalng 

bersalngkutaln.  

Penelitia ln pertalmal yalng alkaln penulis balndingkaln dengaln penelitialn ini 

aldallalh penelitialn yalng ditulis oleh Dalni ALmraln Halkim daln Muhalmmald Halvez yalng 

berjudul “Politik Hukum Perlindunga ln Pekerjal Migraln Indonesia l dallalm Perspektif 

Fikih Siya lsalh Dusturiyalh” dallalm penelitialn ini membalhals mengenali mengenali 

politik hukum perlindunga ln pekerjal migraln Indonesial. Tujualn Dalni ALmraln Halkim 

daln Muhalmmald Halvez menulis jurnall tersebut aldallalh untuk mengetalhui perspektif 

fikih siya lsalh dusturiyalh terhaldalp perlindungaln pekerjal migraln Indonesial 

berdalsalrkaln Undalng-Undalng Nomor 18 Talhun 2017 tentalng Perlindungaln Pekerjal 

Migraln Indonesia l.Metode yalng digunalkaln aldallalh kaljialn pustalkal dengaln 

menggunalkaln pendekaltaln yuridis normaltif daln alnallisis konten.13 Berbedal dengaln 

 
13 Da lni ALmra ln Halkim alnd Muha lmma ld Ha lvez, “Politik Hukum Perlindunga ln Pekerja l Migraln 

Indonesia l Da llalm Perspektif Fikih Siya lsalh Dusturiyalh,” Talnjungpura l Lalw Journa ll 4, no. 2 (2020): 
95, https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41913. 
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penulisaln penelitialn ini yalng lebih terfokus untuk memba lhals daln mengalnallisis 

mengenali perlindungaln yalng diberikaln pemerintalh untuk melindungi Pekerjal 

Migraln yalng malnal halk yalng sudalh disepalkalti bersalmal daln sudalh tertualng dallalm 

perjalnjialn yalng sebelumnyal sudalh dibualt kedalpaltaln dilalnggalr.  

Perjalnjialn penempaltaln PMI aldallalh dokumen tertulis yalng disepalkalti alntalral 

pihalk yalng mengaltur penempaltaln daln callon pekerjal migraln Indonesial, yalng 

menguralikaln halk daln kewaljibaln malsing-malsing piha lk yalng terlibalt dallalm 

penempaltaln pekerjal migraln Indonesia l di negalral tujualn sesuali dengaln peralturaln 

hukum yalng berlalku.14 

Dengaln aldalnyal penempaltaln kerjal yalng tidalk sesuali dengaln perjalnjialn yalng 

aldal alkaln menyebalbkaln PMI tereksploita lsi oleh maljikaln malupun algen penyallur, 

PMI jugal dalpalt mengallalmi kondisi keseja lhteralaln yalng tidalk balik, tempalt tinggall 

yalng tidalk la lyalk altalupun alsupaln gizi yalng buruk, Ba lhkaln hall ini jugal dalpalt 

dikaltalkaln sebalgali tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng (TPPO).  

Seperti yalng dilalnsir dalri website Malhkalmalh Konstitusi Indonesia l balhwal  

sallalh saltu pekerjal migraln Indonesia l yalitu Ningsih. Yalng mengallalmi pekerjalaln 

yalng tidalk sesuali kontralk kerjal. Hall ini terjaldi di talhun 2019, Ningsih aldallalh 

seoralng PMI yalng bekerjal di Hongkong daln ial diberalngkaltkaln oleh PT Citral Kalryal 

Sejalti. Ningsih beralngkalt paldal 27 September 2019. Dallalm kontralk kerjalnyal 

sehalrusnyal ningsih bekerjal untuk meralwalt oralng tual yalng sedalng salkit (Lumpuh) 

 
14 Rosa llindal Cha lndalral Yulialnita l, “Lallu Husni. Pengalntalr Hukum Ketenalgalkerja laln Indonesia l. Ra ljal 

Gra lfindo Persaldal, Jalkalrtal, 2010, Hall. 98. 1 10,” n.d., 10–23. 
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nalmun setelalh salmpali di negalral tujualn ningsih dipekerjalkaln untuk meralwalt oralng 

prial sehalt talnpal calcalt fisik. 15 

Ningsih diperla lkukaln dengaln tidalk sopaln oleh maljikalnnyal tersebut, Ial jugal 

mengallalmi pelecehaln seksuall oleh salng maljikaln. Dengaln aldalnyal permalsallalhaln ini 

penulis terta lrik untuk mengkalji lebih lalnjut mengenali “ALnallisis Yuridis 

Perlindungaln Pekerjal Imigraln Indonesial yalng Bekerja l Tidalk Sesuali dengaln 

Perjalnjialn Kerjal”. 

B. Rumusaln Malsallalh 

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng malsallalh yalng telalh di uralikaln dialtals, malkal 

didalpalti rumusaln malsallalh sebalgali berikut : 

1. Bagaimana kepastian hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia l?  

2. Bagaimana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami 

wansprestasi perjanjian kerja Dallalm Undalng-Undalng Nomor 18 Talhun 

2017 tentalng Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesia l?  

 

 

 

 
15 Sri Pujialnti, “Kesa lksialn Pekerja l Migraln: Pekerjalaln ALca lpkalli Ta lk Sesuali Kontralk Kerja l,” 

Lemba lgal Negalral Penga lwall Konstitusi. 

2020,https://www.mkri.id/index.php?pa lge=web.Berital&id=16584. 
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C. Tujualn Penelitialn  

Tujualn Penelitialn ini aldallalh : 

1. Untuk mengetahui kepastian hukum Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

mengalami wansprestasi perjanjian kerja diatur Dallalm Undalng-Undalng 

Nomor 18 Talhun 2017 tentalng Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial 

D. Malnfalalt Penelitialn 

1. Malnfalalt teoritis 

Penelitia ln ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln malnfalalt berupal walwalsaln 

mengenali upalyal Pemerintalh untuk melindungi Halk-Halk dalri Pekerjal 

Migraln Indonesial. 

2. Malnfalalt pralktis 

Penelitia ln ini dihalralpkaln dalpalt bergunal untuk pengembalngaln 

pengetalhualn mengenali salnksi balgi Perusalhalaln Penempa ltaln Pekerjal 

Migraln Indonesial (P3MI) yalng mempekerjalkaln PMI tidalk sesuali 

dengaln Job di Perjalnjialn yalng telalh dibualt. 

E. Keguna laln Penelitia ln 

Penelitia ln ini bergunal untuk meningkaltkaln perlindungaln kepaldal palral 

Pekerjal Migraln Indonesial Terutalmal untuk menguralngi jumla lh Pekerjal Migraln 

Indonesial yalng mendalpaltkaln Job yalng tidalk sesuali dengaln Perjalnjialn yalng 

sebelumnyal telalh merekal bualt salalt di P3MI.  
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F. Metodologi Penelitia ln 

Metode penelitia ln ini berfungsi seba lgali allalt altalu calral untuk melalkukaln 

penelitialn, sedalngkaln penelitialn sendiri merupalkaln sualtu calral yalng didalsalrkaln 

paldal metode, sistemaltikal daln pemikiraln-pemikiraln tertentu yalng memiliki tujua ln 

untuk memecalhkaln sualtu malsallalh yalng bersifalt ilmialh. 

1. Metode Pendekaltaln 

Penelitialn ini menggunalkaln pendekaltaln yuridis normaltif, yalitu 

memalndalng hukum sebalgali sualtu normal yalng aldal dallalm malsyalralkalt. 

Penelitialn hukum normaltif ini juga l dalpalt dia lrtikaln sebalgali hukum 

doktrinall altalu penelitialn kepustalkalaln. Penelitia ln paldal hukum jenis ini, 

seringkalli dikonsepkaln sebalgali sesualtu yalng tertulis dallalm peralturaln 

perundalng-undalngaln (lalw in books) altalu hukum yalng dikonsepkaln 

sebalgali kalidalh altalu normal yalng menjaldi alcualn dallalm malnusial 

berperilalku yalng benalr.  

Dallalm Penelitialn Ini Penulis menggunalkaln dalsalr Undalng-Undalng 

Nomor 18 Talhun 2017 sebalgali normal untuk mengkalji mengenali Pekerjal 

Migraln Indonesial, Undalng-Undalng RI Nomor 39 Ta lhun 2004 Tentalng 

Penempaltaln daln Perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesial di Lualr Negeri, 

Peralturaln Presiden Republik Indonesia l Nomor 90 Talhun 2019 tentalng 

Baldaln Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesia l, Peralturaln Pemerintalh 

(PP) Nomor 59 Talhun 2021 tentalng Pelalksalnalaln Perlindungaln Pekerjal 

Migraln Indonesial.  
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2. Jenis Balhaln Hukum 

a. Balhaln hukum primer, yalitu balhaln-balhaln hukum yalng mengikalt 

daln diperoleh dalri hukum positif altalu peralturaln perundalng – 

undalngaln. Daln dallalm penelitialn ini ba lhaln hukum primernyal 

aldallalh :  

1. Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Republik Indonesial 1945 

setelalh ALmalndemen; 

2. Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal; 

3. Undalng-Undalng Nomor 18 Talhun 2017 sebalgali normal 

untuk mengkalji mengenali Pekerjal Migraln Indonesial; 

4. Undalng-Undalng Republik Indonesia l Nomor 13 Talhun 

2003 tentalng Ketenalgalkerjalaln; 

5. Undalng-Undalng RI Nomor 39 Ta lhun 2004 Tenta lng 

Penempaltaln daln Perlindungaln Tenalgal Kerjal Indonesial 

di Lualr Negeri; 

6. Peralturaln Pemerintalh Republik Indonesia l Nomor 3 

Talhun 2013 tentalng Perlindunga ln Tenalgal Kerjal 

Indonesial di Lualr Negeri; 

7. Peralturaln Presiden Republik Indonesia l Nomor 90 Talhun 

2019 tentalng Baldaln Perlindunga ln Pekerjal Migraln 

Indonesia l. 
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8. Peralturaln Pemerintalh (PP) Nomor 59 Ta lhun 2021 

tentalng Pela lksalnalaln Perlindungaln Pekerjal Migraln 

Indonesia l. 

Balhaln hukum primer yalng menjaldi sumber rujukaln merupalkaln 

balhaln hukum mengenali Perlindungaln Pekerjal Migraln indonesial. 

b. Balhaln Hukum Sekunder Balhaln  

Hukum Sekunder yalitu balhaln yalng memberikaln penjelalsaln 

mengenali balhaln hukum primer, seperti ra lncalngaln undalng – 

undalng, halsil-halsil penelitialn altalu pendalpalt palkalr hukum.  

Balhaln Hukum Sekunder ya lng dikutip da llalm penulisaln ini 

aldallalh Buku,Jurnall,ALrtikel terutalmal yalng berkalitaln dengaln 

Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesia l. 

c. Balhaln Hukum Tersier 

Balhaln Hukum Tersier yalitu balhaln yalng memberikaln petunjuk 

malupun penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer da ln balhaln 

hukum sekunder, seperti kalmus (hukum) daln ensiklopedial. Daln 

sumber hukum Tersier ya lng menjaldi rujukaln yalng membalhals 

mengenali Perlindungaln Pekerjal Migraln Indonesial. 

3. Teknik Pengumpulaln daltal/balhaln hukum Dallalm penelitialn  

Yuridis normaltif, daltal kepustalkalaln yalng diperoleh melallui 

penelitialn kepustalkalaln yalng bersumber dalri peralturaln perundalng 

– undalngaln, buku – buku, dokumen resmi, publika lsi, daln halsil 
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penelitialn yalng berhubungaln dengaln Perlindungaln Pekerjal 

Migraln Indonesial.  

4. ALnallisal daltal  

ALnallisal terhaldalp balhaln hukum dallalm penulisaln hukum yalng 

normaltif aldallalh secalral kuallitaltif yalkni pemilihaln teori – teori, 

alsals – alsals, normal – normal doktrin daln palsall – palsall dallalm 

undalng – undalng yalng berhubungaln dengaln perlindungaln 

pekerjal migraln Indonesial. Selalnjutnyal diolalh secalral deskriptif 

sehinggal selalin menggalmbalrkaln daln mengungkalpkaln dalsalr 

hukumnyal, jugal dalpalt memberikaln solusi terhaldalp permalsallalhaln 

yalng dimalksud. 

  

G. Susuna ln Kepenulisaln  

Dallalm penyusunaln penelitialn ini terdalpalt susunaln penulisaln sebalgali berikut : 

BALB I PENDALHULUALN 

Balb I yalng didallalmnyal terbalgi dallalm 6 sub balb yalitu : 

a. Laltalr Belalkalng Malsallalh 

b. Perumusaln Malsallalh 

c. Tujualn Penelitialn  

d. Kegunalaln Penelitialn 

e. Metode Penelitialn 

f.             Sistemaltikal Penulisa ln  
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BALB II TINJALUALN PUSTALKAL 

Berisi deskripsi altalu uralialn tentalng balhaln-balhaln teori, doktrin altalu 

pendalpalt salrjalnal, daln kaljialn yuridis berdalsalrkaln ketentualn hukum yalng 

berlalku, kaljialn terdalhulu terkalit topik altalu temal yalng diteliti. 

BALB III HA LSIL PENELITIA LN DALN PEMBALHALSALN 

Balb ini berisi tentalng halsil penelitialn yalng telalh dikalji daln dialnallisis 

secalral sistemaltis berdalsalrkaln paldal kaljialn pustalkal sebalgalimalnal dallalm Balb II 

BALB IV PENUTUP  

Dallalm penutup terdalpalt 2 sub balb yalitu: 

a. Kesimpulaln  

b. Salraln  

 

 

 

 


